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:Perda Nalari Penlu Direvisf
dipilih atau diangkat oleh
Kerapatan Adat Nagari
(KAN) berdasarkan musya-
warah mul'akat.

Tokoh adat dan nlasya-
rakat di kall'asan Ampek
Nagari ini pun, kata Gus-
pardi, banyak yang masih
meragukan pernilihan rva-
Iinagari diiakukan oleh
I(AN. Dengan demikian,
sama saja pemeriirtahan
nagari mundur iagi ke
belakang, dan tidak iagi
mernegallg asas demokrasi
yang sudah lama dipega,ng
olqh masyarakat Minang
kabau.

Selain itu. tokoli rnasya-
rakat di sana, kata Gus-
pardi, juga menyampaikan
kritiknya terhadap adanya
kelembagaan nagari ber-
nama, Peradilan,Adat Na-
gari. Kata peradilan di
keiembagaan ini diang,gap
terlalu keras, dan tidak
biasa dengan sistem pe-
nyelesaian sengketa dplam
adat Minangkabau.

'Ada tiga kelembagaan
na.ga,ri yang diatur per:da,
ini, yaitu Kerapatan Adat
Nagari, Pnmerintah Nagari
dan PeradilanAdat Nagari.
Jadi, pada peraturan baru
iqi, KAN sama ltaln3'a se-
perti DPRD'kalau di pe-
merintahan : provinsi. . Ma-
svarakat pun sepertinva
masih asing mendengar
kata peradilan ini," kata
pernilik Citra Swalayan ini.

Selain itu, terkait perda,
pada kesempatan itu juga
ada masukan dari tokoh

masyarakat tentang masa
jakratan Kapaic Nagari darr
KAN yang ditetapkan se-
lama enam tahun, clan da-
pat cliangkat kembali ultuk
dua kali masa jabatan"

"I)engan adanya pole-
mik ini kita, minta penftab
masing-masing daerah di
Surnbar bisa menvikapinya
dengan arif dan bijak.
Kesepakatan dalam pera-
turan yang dirurnuskan
iebih aspiratif dan metva-
kili suara masyarakat ba-
wah," ka,tan;'a.

il4emang diakui tius-
pardi,, perda tentang
nagari ini rnasih belum
menyelesaikan masalah,
karena perda ini masih
payung hukum, dan
makanya peratur:an dari
pernkab nantinya -varrg
merryempurnakan perda
itu hingga bisa berjalan
baik.

Sementara itu, di tempat
yang sama, Adrian Agus D1.

Kando \4arajo. Ketua KAN
Ba.r,r,an rnenilai, pada prin-
sipnya ia mengapresia,si
adanya itikad haik dari
pemerintah dalarm berl:enah
dengan adanya pereturan
claerah tentang nagari yang
telah disusul. Namun me-
nurutn),a. hat'usnva rnem-
perbra.t, hubrnrg.an., antara
adal. dan pernerinl,ahan,
liukan mernl:aurktrn, tapi
menselaraskan.

"Nagari spesifik dengan
hukum adatnya, sehartis-
nva nagari tidak .disama-
kan dengan pemeriritab

terendah. tJndang-undang
No.6 tentang Desa sudah
sangat"baik.- Yang nren g-
irerankap kami, kenapa
pemerintahan terendah itu
adalah nagaii? kena,pa
tidak desa ata,u sebutan
lain? Sedangkan nagari itu
sudah diatur dalam hukum
adat. Artin,va, saat nagari
i1u digeser, apapun bel-
tuknya, hukum adatnya
pasti tersenggol," katanya.

' Menurutnya, dengan
a.dar-rya peratur:an peme-
rintah terhadap nagari
seha,rusnya rnemberi'
ruang bukan rnalah mem-
persempit keberadaan na-
gari dengan hukum adat-
nya. Misalriya saja lentang
lembaga.lembaga yang
di.susun pada, Percla No.7
-lhhun 201ti itu, menul:Llt-
nya hal ini tidak bisa tli-
samakan dengan hukurn
adat yang sudah turrir]
ternurun dianut: Penger-
tian di setiap claerah pun
berbeda-beda tentang ke-
tenl,uan pemangkrr jabatan
dalam naga,ri.

"Kami berharap, sebe-
lum perdar tentang nagari.
ini dilaksanakan, perlu di
rer;isi. Yang ke dua, me-
nurut sava ini tidak nvam-
bung. Perda Nomor 2 ta-
hun 2007 rnengakomodir
pemerinta,han'desa. se-
mentara Perda liomor 7
Tahun 20L8 mengakomo-
dir desa adat yang ada
daiam Undang-undang No- 

"mor 6 tahun 2014," pur-rg-
kasnya. (wahyu)

AGAM. SINGGALANG

. Peraturan Daerah
iPerda) Provinsi Sumatera
Barat (Sumbar) Nomor 7

Tahun 201 8 tentang Nagari,
masih menjadipolemik
bagi masyarakat di

,sejumlah nagari. Menyikapi
hal ini, selain butuh revisi,

.persoalan inr harus segera

_disikapi oleh pemerintah
kabupaten setempat
dengan nnembuat perda
agar peraturan tentang
-nagari ini bisa dlterapkan
tdengan sempurna.

' I'ial itu dikatakan l\takil
'Ketua DPRD Sumba,r Gus-
.pardi Gaus saat sosialisasi
;perda terkait, Sabtu (15/
1?) di Aula Kantor Camat

,Ampek Nagari, Agam. "Per-
da ini memang butuh re-
lvisi. Maka dengan adanya
rkegiatan ini, kita bisa me-
'nya,mpaikan sekaligus men
dengar kritik dan sara,n
;terkait perda ini dari tokoh
.rnasyarakat yang hadir,"
katanva.' Dia melihat bahwa mun
'culn;'a persoalan atas .la--hirnyi perda tersbbut aki-
bat beberapa hal yang
,.ditetapkan di dalamnyf
-vang masih menjadi Ber-
bincangan antar tokoh
masyarakat dan kaum
adat. Misalnya, peraturan
'yang ada di pasal 12 perda
itu, ya.kni Kapalo Naga,ri


